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RANCANGAN 

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR ……. TAHUN …… 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 105 TAHUN 2015 

TENTANG KUNJUNGAN KAPAL WISATA (YACHT) ASING KE INDONESIA 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG 

MAHA ESA 

 

PRESIDEN REPUBLIK 
INDONESIA, 

 

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Presiden 

Nomor 105 Tahun 2015, Pemerintah 

Republik Indonesia telah berkomitmen 

untuk memberikan kemudahan bagi 

kapal wisata (yacht) asing ke Indonesia;  

  b. bahwa dalam rangka mendapatkan 

keuntungan yang optimal dan 

menyesuaikan kebiasaan internasional 

dalam kunjungan kapal (yacht) asing ke 

Indonesia serta memastikan pengawasan 

dan penegakan hukum yang ada, perlu 

mengatur kembali tata kelola pelayanan 

kapal (yacht) asing; 

  c. bahwa berdasarkan pertimbangan 

sebagaimana dimaksud dalam huruf a 

dan huruf b perlu menetapkan Peraturan 

Presiden tentang Perubahan atas 

Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 
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2015 tentang Kunjungan Kapal Wisata 

(Yacht) Asing ke Indonesia; 

    

Mengingat : 1.  Pasal  4  ayat  (1)   Undang-Undang   

Dasar   Negara Republik Indonesia Tahun 

1945; 

  
  

MEMUTUSKAN: 

 

Menetapkan :  PERATURAN PRESIDEN TENTANG PERUBAHAN 

ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 105 

TAHUN 2015 TENTANG KUNJUNGAN KAPAL 

WISATA (YACHT) ASING KE INDONESIA. 

 

                    Pasal I 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 

105 Tahun 2015 tentang Kunjungan Kapal Wisata 

(Yacht) Asing ke Indonesia diubah sebagai berikut: 

 

1. Ketentuan Pasal 2 ditambahkan ayat (4) sehingga 

berbunyi : 

Pasal 2  

(1) Kapal wisata (yacht) asing beserta awak kapal 

dan/atau penumpang termasuk barang bawaan 

dan/atau kendaraan yang akan memasuki wilayah 

perairan Indonesia dalam rangka kunjungan wisata 

diberikan kemudahan di bidang kepabeanan, 

keimigrasian, karantina, dan kepelabuhanan. 

(2) Pemberian kemudahan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) diberikan di pelabuhan masuk dan 

PERBAIKAN TATA KELOLA PENGATURAN KEMUDAHAN IMMIGRATION CLEARENCE DALAM
PENINGKATAN KUNJUNGAN KAPAL
WISATA (YACHT) ASING DI INDONESIA
Gilar Tyas Sandi Wijaya, Dr. Agustina Merdekawati, S.H., LL.M.
Universitas Gadjah Mada, 2026 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/



pelabuhan keluar sebagaimana ditentukan dalam 

Peraturan Presiden ini. 

(3) Kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

diberikan jangka waktu sesuai ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

(4) Tata cara pemberian kemudahan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) dijelaskan dan diatur 

dengan peraturan menteri yang membidangi urusan 

kepabeanan, keimigrasian, karantina dan 

kepelabuhanan. 

 

2. Ketentuan Pasal 3 ditambahkan ayat (4) sehingga 

berbunyi : 

Pasal 3 

(1) Kapal wisata (yacht) asing yang akan melakukan 

kunjungan wisata ke Indonesia diberikan 

kemudahan sebagaiamana dimaksud dalam Pasal 2 

ayat (1) apabila masuk dan keluar melalui 

pelabuhan sebagai berikut : 

a. Pelabuhan Sabang, Aceh; 

b. Pelabuhan Belawan, Sumatera Utara; 

c. Pelabuhan Teluk Bayur, Padang, Sumatera 

Barat; 

d. Nongsa Point Marina, Batam, Kepulauan Riau; 

e. Bandar Bintan Telani, Bintan, Kepulauan Riau; 

f. Pelabuhan Tanjung Pandan, Belitung, Bangka 

Belitung; 

g. Pelabuhan Sunda Kelapa dan Marina Ancol, DKI 

Jakarta; 

h. Pelabuhan Benoa, Badung, Bali; 

i. Pelabuhan Tenau, Kupang, Nusa Tenggara 

Timur; 
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j. Pelabuhan Kumai, Kotawaringin Barat, Kalimtan 

Tengah; 

k. Pelabuhan Tarakan, Tarakan, Kalimantan Utara; 

l. Pelabuhan Nunukan, Bulungan, Kalimantan 

Timur; 

m. Pelabuhan Bitung, Bitung, Sulawesi Utara; 

n. Pelabuhan Ambon, Ambon, Maluku; 

o. Pelabuhan Saumlaki, Maluku Tenggara Barat, 

Maluku; 

p. Pelabuhan Tual, Maluku Tenggara, Maluku; 

q. Pelabuhan Sorong, Papua Barat; dan 

r. Pelabuhan Biak, Papua. 

(2) Pelabuhan masuk dan pelabuhan keluar 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diubah 

dengan memperhatikan: 

a. Perkembangan kunjungan kapal wisata (yacht) 

asing; 

b. Kesiapan sarana dan prasarana pendukung 

untuk memberikan pelayanan; dan 

c. Pengembangan wilayah. 

(3) Perubahan pelabuhan masuk dan pelabuhan keluar 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan 

dengan Peraturan Menteri Perhubungan setelah 

berkoordinasi dengan institusi terkait. 

(4) Penyelenggara pengelolaan pelabuhan masuk dan 

pelabuhan keluar pada pelabuhan sebagaimana 

tersebut pada ayat (1) diprioritaskan untuk 

dilaksanakan oleh Badan Usaha Pelabuhan yang 

dimiliki oleh negara. 

 

 

 

PERBAIKAN TATA KELOLA PENGATURAN KEMUDAHAN IMMIGRATION CLEARENCE DALAM
PENINGKATAN KUNJUNGAN KAPAL
WISATA (YACHT) ASING DI INDONESIA
Gilar Tyas Sandi Wijaya, Dr. Agustina Merdekawati, S.H., LL.M.
Universitas Gadjah Mada, 2026 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/



3. Ketentuan pada pasal 8 diubah menjadi : 

Pasal 8 

(1) Kapal wisata (yacht) asing yang melakukan 

kunjungan wisata di wilayah Indonesia diizinkan 

untuk dikomersilkan dan/atau disewakan kepada 

pihak lain. 

(2) Ketentuan mengenai klasifikasi, persyaratan dan 

tata cara pemberian izin komersil sebagaimana 

disebutkan pada ayat (1) diatur dengan Peraturan 

Menteri Perhubungan. 

 

4. Ketentuan Pasal 11 dirubah menjadi berbunyi : 

Pasal 11 

(1) Dalam rangka menjamin efektivivtas pelaksanaan 

Peraturan Presiden ini Kementerian Perhubungan 

ditunjuk sebagai koordinator dan dapat melakukan 

koordinasi dengan instansi terkait. 

(2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

melibatkan unsur-unsur : 

a. Kementerian Luar Negeri; 

b. Kementerian Pertahanan; 

c. Kementerian Keuangan; 

d. Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan; 

e. Kementerian Kesehatan; 

f. Kementerian Pertanian; 

g. Kementerian Kelautan dan Perikanan; 

h. Kementerian Pariwisata; 

i. Markas Besar Tentara Nasional Indonesia; 

j. Markas Besar Kepolisian Negara Republik 

Indonesia; 

k. Badan Keamanan Laut (BAKAMLA); dan 

l. Badan Karantina Indonesia (BARANTIN). 
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   Pasal II 

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan.  

 

Agar setiap orang mengetahuinya, 

memerintahkan pengundangan Peraturan 

Presiden ini dengan penempatannya dalam 

Lembaran Negara Republik Indonesia. 

Ditetapkan di Jakarta 

pada tanggal  

 

PRESIDEN REPUBLIK 

INDONESIA 

       

 

 PRABOWO SUBIANTO 

 

Diundangkan di Jakarta 

pada tanggal 

MENTERI SEKRETARIS NEGARA 

 

            PRASETYO HADI 

 

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN    

NOMOR 
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